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SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PROGRAM/KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN

2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

2024

PENANGGUNG JAWAB

JENIS KEGIATAN

SUMBER DANA

RUTIN [STRATEGIS

APBN | APBD | DONOR

KETERANGAN

PENGATURAN

Review Renstra DJPI 2020-2024

\

Dit. PSSPP

Penyusunan Renstra DJP| 2025-2029

Dit. PSSPP

Penyusunan Roadmap Pelaksanaan PUG DJPI 2025-
2029

Dit. PSSPP

belum dilaksanakan

Penyusunan skema pembiayaan perumahan berbasis
profil MBR dan segmentasi penghasilan MBR

Dit.Pelaksanaan Pembiayaan
Perumahan

NAAN

Penyusunan Best Practice PUG DJPI

Dit. PSSPP

Penguatan kapasitas Focal Point pada masing-masing
Direktorat dan anggota POKJA di lingkungan DJPI

Dit. PSSPP dan Setditjen

Updating Data Terpilah PUG DJPI (Pelaku dan
Penerima Manfaat)

Dit. PSSPP dan Setditjen

Sosialisasi kepada Pemda, Tenaga Pendamping,
Perbankan, dan pengembang terkait Rumah Layak
Huni yang Responsif Gender

Dit.Pelaksanaan Pembiayaan
Perumahan

Bimbingan Teknis Penyusunan PPRG secara Mandiri
kepada masing-masing Direktorat

Dit. PSSPP dan Setditjen

Penyusunan GAP dan GBS pada masing-masing
Direktorat di lingkungan DJPI

Dit. PSSPP dan Setditjen

11

Pengembangan dan pengelolaan berita dokumentasi
kegiatan PUG pada Website DJPI

Dit. PSSPP dan Setditjen

12

Penyusunan Database terkait Updating Data Terpilah
ISDM di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan
(Pelaku dan Penerima Manfaat)

Dit. PSSPP dan Setditjen

PELAK

SANAAN/PEMBANGUNAN

13

Melibatkan Stakeholder dalam FGD/Konsultasi Publik
terkait aturan kemudahan dan bantuan pembiayaan
perumahan

Dit.Pelaksanaan Pembiayaan
Perumahan dan PPDPP

Perluasan sosialisasi Produk KPR Bersubsidi kepada
kelompok rentan dan mendekatkan pada pusat
kegiatan MBR

Dit.Pelaksanaan Pembiayaan
Perumahan dan PPDPP

Pemberdayaan Bank Pembangunan Daerah (BPD)
dalam penyaluran KPR Bersubidi

Dit.Pelaksanaan Pembiayaan
Perumahan dan PPDPP

16

Penyaluran KPR Bersubsidi:

a. FLPP

b. BP2BT

c. Tabungan Perumahan Rakyat

Dit.Pelaksanaan Pembiayaan
Perumahan dan PPDPP

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

17

Evaluasi Program dan Kegiatan DJPI yang Responsif
Gender

Dit. PSSPP dan Setditjen

18

Penyusunan Laporan Pelaksanaan PUG dalam LAKIP

Dit. PSSPP dan Setditjen

l KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Sumber: Buku Roadmap PUG Kementerian PUPR 2020-2024, diupdate DJPI Juni 2023
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DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYA

DREATORATENDERAL PMBIATAANINERASTRUKTUR PEKERJAAN NN AN PERUNAR

Jalan Raden Patah | Nomor 1, Kebayoran Bany, Jakarta Selatan 12110 - Telepon | Faksimil - (021) 7200793, (021) 72457

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN
NOMOR: (00 [KPTS/Dp/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VIl PENGARUSUTAMAAN GENDER DIREKTORAT
JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DIREKTUR JENDERAL

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,

Menimbang

Mengingat

. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat dan untuk mempermudah
koordinasi Kelompok Kerja VIII Pengarusutamaan Gender
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan, perlu membentuk Kclompok Kerja:

. bahwa berdasarkan pertimb b dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan chutusan Direktur Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
tentang Pembentukan Kelompok Kerja VIII Pengarusutamaan
Gender Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan;

i Peralurm\ Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

b Jangka M h Nasional Tahun 2020-2024
[Lembaran Negara Republik lndonesm Tahun 2020 Nomor 10);

. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

. Keputusan Presiden Nomor 107/TPA Tahun 2021 tentang

Pemberhentian dan Pe L Dari dan Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 23 Tahun 2020 R Strategis K ian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020};

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 1660/KPTS/M/2022 tentang Pembentukan Tim
Pengar aan Gender K ian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VIII PENGARUSUTAMAAN
GENDER DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Membentuk Kelompok Kerja VIII Pengarusutamaan Gender
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumat yang selanjutnya disebut Pokja VIII DJPI, dengan
susunan keanggotaan sebagai ter: im dalam Lampi
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jenderal ini.

Pokja VI DJPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
terdiri atas:

a. Pengarah;

b. Pelaksana; dan

¢. Sekretanat.

Pokja VIII DJPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
memiliki tugas sebagai berikut:
1. Pengarah:

a) memberikan arahan dan pembi i da Pelal dalam
perumusan kebijakan dan stralegx pelaksanaan
program/kegiatan bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Pcrumahan Rakynt yang responsnf gender;

lakukan Pelal dalam

1 program / kegi bidang  Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang
responsif gender; dan
melaporkan hasil pelak program /kegi bidang
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat yang responsif gender kepada Sekretariat
Pengarust Gender Ki ian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

. Pelaksana:
al merumuskan kebijjakan dan strategi program/kegiatan
bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang responsif gender di masing-masing
Unit Kerja;

KEEMPAT

b) melakukan 1i P dan evaluasi
pelaksanaan  program/kegiatan bidang Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang responsif gender maupun eksternal dengan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan
lainnya; dan
menyusun laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan
bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang responsif gender dan
menyampaikan kepada Pengarah.

3. Sekretariat:
a} mendukung dan ilitasi
tugas Pcngamh dan Pclaksana
b) lal i (data dan informasi)
hasil-hasil pclaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pelaksana.

. el 11

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN
lNFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

1 KEMEINILIIAIN | LALROAAIY UIVIUIVE DAIN | LRUIVIAT AN AR AL
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
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BPUER
PRODUK HUKUM

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

m PERATURAN KETERANGAN TAHUN

Keputusan Menteri Nomor  Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/KPTS/M/2022 2022
18/KPTS/M/2022 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Keputusan Menteri Nomor  Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 995/KPTS/M/2021

995/KPTS/M/2021 Tahun 2021 tentang Batasan Penghasilan Tertentu, Suku Bunga/Marjin Pembiayaan
Bersubsidi, Masa Subsidi, Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan
Luas Tanah, Batasan Luas Lantai, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan
Rumah Susun Umum, dan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka

KEPMEN PUPR Nomor Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 411/KPTS/M/2021
411/KPTS/M/2021 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan
Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya

Permen PUPR Nomor 35 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021
Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah

SE RENSTRA Nomor 9 Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis DJPI Tahun 2020-2024
Tahun 2020

SE No 06 Tahun 2020 Surat Edaran No 06 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pengelolaan SIRENG

l KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



MPUTZ
REVIU RENSTRA TA. 2020-2024 (1)

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

A\ Zpuch L : :
"..Penyempurnaan Renstra PUPR dinilai penting agar dapat memenuhi

kebutuhan pembangunan infrastruktur PUPR yang berkualitas dan sesuai
dengan arah kebijakan yang diinginkan..”

Reviu Renstra DJPI TA. 2020-2024 meliputi:

- Penyesuaian pembobotan pada Program Dukungan Manajemen
- Penyesuaian pembobotan pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
' - Penyesuaian Struktur Organisasi, Kerangka Regulasi dan Target Pembiayaan Perumahan
o e serta Proyek KPBU

l KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



A

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

MIDTERM REVIEW

RENCANA STRATEGIS
JIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

2020-2024

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

REVIU RENSTRA TA. 2020-2024 (2)
DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

MIDTERM REVIEW
RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL FEMBIAYAAM INFRASTRURTUR FEKERJAAN UMUM DAN FERUMAHAMN 2020-2024

MIDTERM REVIEW
RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL FEMBIAYAAM INFRASTRUKTUR FEKERJAAN UMUM DAN FERUMAHAN 2020-2024

Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan dibandingkan dengan target (bobot 30%g),
dengan nilai investasi Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan
dibandingkan dengan target (bobot 70%). Dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024,
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mentargetkan
100 persen untuk indikator tersebut di tahun 2024, Berdasarkan LAKIP Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 dan 2021, capaian
untuk indicator ini melebihi target dengan rata-rata 114% dani target Renstra, Capaian ini
dinilai baik dan on track untuk dapat memenuhi target sampai dengan tahun 2024,

Capaian Sasaran Program

Sasaran Program Dukungan Manajemen yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan
Tugas Teknis Lainnya. Indikator sasaran program yang didukung oleh Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mencakup 2 yaitu yang pertama
terkait kesekretariatan mendukung kinerja Sekretariat Jenderal dan yang kedua yaitu Tingkat
Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan
dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif. Capaian
Indikator tersebut pada Tahun 2020 sebesar 98,93% dan Tahun 2021 sebesar 61,60% dari
Target Renstra Untuk itu diperlukan strategi percepatan untuk memenuhi gap target hingga
Tahun 2024

Tabel 4.7 Target dan Capaian Sasaran Program Tahun 2020-2021

IKSS. 1 Tingkat Kualitas Tats

3 07%
¥eiols Kementerian FURR 103,07%

IKSP. Tingkat Dukungan
Managjemen Kemeritarian 5 35% 120,98%
PUPR

IKS5. 2 Tingkat Pemenuhan
Irvvestasi/Pembiayaan
Infrastrukiur Pekeraan
Urnum dan Perumahan yang 5 0% 116,858%
Didukung Sistem, Kebijakan
dan Strategi Pernbiayaan
yang Efextif dan Efisien

IKSP. Meningkatriya
Dukungan hMangjemen dan 5 % 98.93%

Tugas Teknis Lainmya

Capaian Sasaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, terdapat tiga kegiatan yaitu Dukungan
Manajemen internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan, pengembangan sistem, dan strategi penyelenggaraan pembiayaan serta
penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. Sasaran
Kegiatan ini didukung oleh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu:

Tabel 4.8 Target dan Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2020-2021

2020 2021 Coni
Target . . Taget . . ™ T
Renst Capaian  Kinefja Rensh Capsian  Kinefja w0 2

IKSS. 1 Tingkat Kualitas
Tata Kelola Kementerian - 723%% | 79,20% | 109,41% | 73,617 10307%
PUPR

IKSP. Tingkat Dukungan
Manajemen Kementerian 5505% | £7,28% | 12157% | 6335 120,38%
PUPR

ungen Manaiemen Intemal PP

IKSK 1. Tingkat Kualitas
Pembinaan dan
Pengelolaan Tats Masksh
Dinas, Kearsipan,
Penatausahaan Barang
hilik Megara, dan
Pengelclaan
Ketatausahaan
Pembizyazn Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan
Perumahan

IKEK 2. Tinglat Layanan
Pembeniukan Produk
Hukum Pembiayaan
Infrasiruidur Pekerjaan
Urum dan Perumahan
IKSK 3. Tingkat Layanan
Pengelolaan
Kelembagaan dan
Jabatan Fungsicnal serta
Pengadministrasian
Pegawai Pembizyaan
Infrastrukiur Pekerasn
Urnum dan Perumahan
IKEK 4. Tingkat Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan
Perumanan

SIGAP MEMBANGUN NEGERI



PIRAMIDA DALAM EKOSISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN INDONESIA

\

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

A

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

| Backlog || Dukungan2022 ||  Supply | Sumber: DJPI, dalam pengembangan | Demand | Target 2023
KPR Millenial (BTN)
. 01 -Rusun Komersil 1 : \\ KPR ASN, TNI,
0,83 juta RT - o 1 g N T=20-30 th, i= floating POLRI (SMF) Tapera
__________________ Insentif PPN DTP 12jt e ; MENENGAH . KPR (Tapak)
Perumahan -Rumah Tapak 5 | DANATAS P LB PRRENTITG: 8.567 unit
1,30jutaRT |, aopas PPN 50% untuk Komersil S5 : T20 N T=30 th, i= floating OWN (SMF) KRR (Sarl',lsun)
== -==-==-=-=1 hargarumahs.d.Rp2 | — — — — — — = A g - =M Rp8Sjt 1= === === ===—=—=—=+— 5> Unit
M g I i KBR 500 unit
1,44 juta RT ) \ KRR 3000 unit
_________________ * Bebas PPn 25% untuk 6,7 jt wmtm : \\ KPR, KBR, KRR Rp1,05T
harga rumah Rp2-5 M = \\ Tapera
1,47 juta RT I \ . . KPR
_________________ i [ ’ : MBR N i h‘g 220.000 unit
. el \aAN 0 X wnersnip Rp 25,18 T
: -Rusunami 6 M40 A . 1 P 25
1,50 juta RT 02 | \\ | KPRFLPP
_________________ PMN 4,6 jt ==, R ey SBUM
Bank BTN I Pekerja , \\ T=20th, i=5% .
an Pekerja SBUM Rp4 i 220.000 unit
1,48 juta RT 5 | Formal Inf | pa jt
/46 ) Rp2,98 T I | n_Oim_a L }.\ Rp0,89T
|- - _ e _ e -_-._s,. 44 s -u - - - - 1 [l ] _I ______ I _-—— . - _—_______________.: ______
3.9]t . L P35It B . BP2BT | SSB
i ' \ T ' SR . 754.004 unit
1,37 juta RT N \ T=201th, i= floating | RIFFAT | HMF-BP2BT | T
""""""""""" - 03 o el N Subsidi 45% : | [ ’
. PMN R P 3 : PENGHASILAN \\ hingga Rp40jt |~ Kredit Mikro
1,28 jutaRT | pTsMF untuk FLPP -nhusunawa .  TERBAWAH \ Perumahan SME
_________________ i Rp2T 2,6t mmm B40 S = 10.000 unit
ok - — = — — — — J UMPrata2Rp25jt |=— — — — — - . IR L
i 2 L2 T IRent To Own |
1,13 juta RT . | e \ - (SN E 1
————————————————— : 19jt === = = = = = = = = | GarisKemiskinanRp 1,9jt = = = = —_—— = — —
1 A BSPS
0,86 juta RT L \
Keterangan:  program Eksisting Volume Rumah Baru Dalam Pengembangan | Program MBR Informal |



SIGAP MEMBANGUN NEGERI

LANDASAN HUKUM SKEMA PEMANFAATAN FLPP

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dana FLPP digunakan untuk kredit/pembiayaan perumahan dari
sisi permintaan dan/atau sisi penyediaan Rumah layak huni
melalui skema*):

A
P ol

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT & 1 2
REPUBLIK INDONESIA 1 TN B .
NOMOR 35 TAHUN 2021 KPR siap huni £ " r Kredit
TENTANG Rumah Umum i pembangunan
KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN . | Tapak dan Sarusun = dan perbaikan
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Urnum Rumah Swadaya
Pasal 3

(3) Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kredit/pembiayaan perumahan dari sisi permintaan dan/atau sisi 3 4
penyediaan Rumabh. L
(4) Kredit/pembiayaan perumahan untuk pembangunan dan perolehan Rumah ol }) KPR belum e
layak huni melalui skema: N\ , siap huni KPR berjaminan
a. kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum P Rumah Umum Fidusia
yang telah siap huni; Tapak dan Sarusun untuk Sarusun
b. kredit/pembiayaan pembangunan dan perbaikan Rumah Swadaya; Umum SKBG
c. kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum
yang belum siap huni;
d. kredit/pembiayaan pemilikan Sarusun Umum yang bukti kepemilikan
berupa sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun dengan jaminan 5

fidusia; : 8
e. kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum i \ 4 KPR sewa beli
melalui sewa beli; dan/atau I &= Rumah Umum
f. kredit/pembiayaan konstruksi Rumah layak huni. === Fﬂ_ < Tapak dan Sarusun Kredit Konstruksi
(5) Skema kredit/pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Umum Rumah Layak i

kecuali huruf a dilaksanakan oleh BP Tapera setelah mendapatkan
\ persetujuan dari Menteri. / *) Skema pembiayaan perumahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan BP Tapera.




BPUER
PRODUK TAPERA

MANFAAT PEMBIAYAAN RUMAH TAPERA MELALUI KPR, KBR, KRR TAPERA DAN FLPP

/N

Al

KPR TAPERA KRR TAPERA KBR TAPERA

Program Pembiayaan Program Pembiayaan

Perbalkan Rumah Rumah Pertama di Atas

Tanah Pribad

Pekerja waijib didaftarkan sebagai peserta oleh
pemberi kerja melalui Portal Kepesertaan. Peserta Dalam melakukan pendaftaran, pemberi kerja dan peserta mandiri mengisi formulir aplikasi pendaftaran

Mandiri harus mendaftarkan dirinya sendiri menjadi Peserta dengan data individu, data alamat, data pekerjaan, dan data finansial.
peserta melalui Portal Kepesertaan.

Sumber: https://tapera.go.id/
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Jumlah Pegawai di DJPI 2020-2023

Jumlah pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Ditjen. Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam kurun waktu dua tahun
terakhir 2020-2021 mengalami peningkatan namun pada tahun ke 3
mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh adanya pegawai ASN yang
pensiun dan pegawai Non ASN yang berpindah kerja. Pegawai ASN dan Non
ASN didominasi oleh laki-laki
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GENDER ANALISYS PATHWAY (GAP)
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2020

Gender Budget Statement (GBS)
Pernyataan Anggaran Gender
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2020

A PUP

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Langkah |

Langkah 2

Pilih Kebijakan/
Program/Kegiatan
Yang Akan di Analisis

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Unit Organisasi

Isu Gender

Kementerian Negara/Lembaga

: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Program

Data P

Program:

Pengembangan Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan

Kegiatan:
Penyelenggaraan dan
Pembinaan Pembiayaan
Perumahan

Output:

Layanan Kemudahan
dan/atau Bantuan
Pembiayaan Bidang
Perumahan

Indikator Kinerja Kunci:
Dokumen Penyusunan
Perumusan Kebijakan,

b

Skema P Y

Masih terdapat target-
target pembangunan
perumahan yang belum
terpenuhi. Seperti belum
sepenuhnya bantuan
Pembiayaan perumahan
memfasilitasi masyarakat
berpenghasilan rendah
(MBR) yang belum memiliki
atau menempati rumah
layak huni, permasalahan
backlog penghunian rumah
diperkirakan sudah
mencapai 2. juta rumah
tangga (susenas, 2018) dan
7.5 juta unit rumah dalam
keadaan rusak atau tidak
layak huni;

Kebutuhan rumah setiap
tahunnya melebihi jumlah
yang bisa diproduksi
820.000 - 920.000
kebutuhan rumah baru vs
4600.000 suplai rumah
baru ke pasar

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan
Internal

Pekerjaan Umum dan
Perumahan

Kegiatan

Sebab Kesenjangan Eksternal

dan

Indikator Kinerja

Akses
1. Masyarakat MBR belum

Akses
1. Belum optimalnya
lak skema-

bantuan kemudahan
perumahan yang
disediakan oleh
pemerintah
Masyarakat belum
mempunyai akses
informasi mengenai
investasi perumahan
Partisipasi

1. Masih terbatasnya peran
serta pengembang dalam
pembangunan rumahn
bagi MBR

Manfaat

1. Masih rendahnya daya
beli atau kemampuan
(affordability) MBR pada
sektor perumahan, baik
untuk membeli rumah
yang disediakan oleh

skema bantuan
pembiayaan perumahan
di lapangan

Kebijakan yang sudah
ada masih belum

memberikan kemudahan

bagi MBR dalam
kepemilikan rumah,
karena masih perlu
memperhatikan aspek;
pembangunannya,
subsidi bantuan uang
muka, serta pola-pola

Kegiatan

Para pengembang masih

Dokumen Penyusunan Perumusan Kebijakan, Skema

| Pembiayaan, Penjaminan atau Asuransi dan Dana Murah Jangka

Panjang untuk Kepemilikan Rumah Umum, dan Rumah Swadaya
Melalui KPR

memiliki keterbatasan dana GopueKeghtan

untuk pembangunan perumahan

| Perumahan
Tujuan Kegiatan

Layanan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Bidang

dan
Perumahan

bagi MBR

Masyarakat belum memiliki
' untuk b
rumah secara swadaya
dikarenakan keterbatasan
finansial

Masyarakat belum mampu
memahami tentang pola
investasi perumahan.
Kelompok Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
belum dapat mengakses

Analisis Situasi

per
Kurangnya
pendampingan kepada
masyarakat dan
pengembang dalam
proses peroleh
perumahan bagi MBR;

4. Masih terbatasnya

pembi. mikro per

dan pembiayaan swadaya
masyarakat khususnya bagi
segmen MBR yang memiliki
keterbatasan akses ke
pembiayaan perbankan
Masih rendahnya partisipasi
pihak Penjaminan dan

A

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Data Pembuka Wawasan

. Masih terdapat target-target pembangunan perumahan yang
belum terpenuhi. Seperti belum sepenuhnya bantuan Pembiayaan
perumahan memfasilicasi masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) yang belum memiliki atau menempat rumah layak huni,
permasalahan backlog penghunian rumah diperkirakan sudah
mencapai 1.1 juta rumah tangga (susenas, 2018) dan 7.5 juta
unit rumah dalam keadaan rusak atau tidak layak huni;

. Kebutuhan rumah setiap ahunnya melebihi jumiah yang bisa
diproduksi 820.000 ~ 920.000 kebutuhan rumah baru vs.
+600.000 suplai rumah baru ke pasar
Urbanisasi membuat kebutuhan rumah di perkotaan semakin
tinggi dan risiko.
kumuh, serca alih fungsi lshan

. Masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) ke lembaga kevangan untuk mendapatian KPR
(accessibility);

Pemerintah sudah membuat kebijakan untuk menfasilicasi
kebutuhan rumah bagi MBR, namun masih perlu didukung
dengan melakukan harmonisasi kerangka hukum dan regulasi
untuk kemudahan bantuan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR).

Faktor Kesenjangan
Akses
1. Masyarakat MBR belum mampu memanfaatkan bantuan
kemudahan perumahan yang disediakan oleh pemerintah
2. Masyarakat belum mempunyai akses informasi mengenai
Investas| perumahan
Partisipasi

Masih peran serta dalam

Manfaat
Masih rendahnya daya beli atau kemampuan (offordability) MBR pada

Dampak/Hasil
Kegiatan

Output | Rumusan Kebijakan, Skema Pembiayaan, Penjaminan atau
Asuransi dan Dana Murah Jangka Panjang untuk Kepemilikan
Rumah Umum, dan Rumah Swadaya Melalui KPR

sektor perumahan, baik untuk membeli rumah yang di

maupun untuk kualitas rumah yang sudah

tidak layak huni

Sebab Kesenjangan Internal

Akses
1

. Masih

Bel "
pembiayaan perumahan di lapangan
Kebijakan yang sudah ada masih belum memberikan
kemudahan bagi MBR dalam kepemilikan rumah, karena masih
perlu memperhatikan aspek; pembangunannya, subsidi bantuan
uang muka, serta pola-pola Investasi perumahan.
Kurangnya kepada dan
dalam proses peroleh perumahan bagi MBR;
bantuan Pembi bagi MBR

untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih terbatasnya

pola bantuan bagi

bantuan

MBR

. Kebijakan pembiayaan perumahan yang sudah ada belum

Sebab Kesenjangan Eksternal
1

mengakomodir semua kelompok MBR yang menjadi sasaran
kebijakan.

Para masih memiliki d
pembangunan perumahan bagi MBR

Masyarakat belum memiliki kemampuan untuk membangun
rumah secara swadaya dikarenakan keterbatasan finansial
Masyarakat belum mampu memahami tentang pola investasi
perumahan.

Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum
dapat mengakses pembiayaan mikro perumahan dan
pembiayaan swadaya masyarakat khususnya bagi segmen MBR
yang memiliki keterbatasan akses ke pembiayaan perbankan
Masih rendahnya partisipasi pihak Penjaminan dan pembiayaan
sekunder untuk peroleh;

rumah Swadaya

untuk

Rencana Aksi

Alokasi Anggaran

i dan isasi di bidang
dengan berbagai

i P
stakeholders

. Melaksanakan FGD untuk menjaring masukan terhadap

Rp. 750.000.0000,-

kebijakan dan bantuan
dan pembangunan rumah umum dan swadaya

rumahn bagi M8R _

Alokasi Anggaran Output
Kegiatan

Rp. 4.000.000.000,-

Jakarta, Maret 2019
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Perumahan,

T
NIP. 19600801 199803 1001
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DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Pernyataan Anggaran Gender
KSANAAN

Gender Budget Statement (GBS)

TAHUN 2021

Kementerian

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sebab

Internal

Unit Organisasi

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Program 1:
Perumahan dan
Kawasan
Pemukiman

Kegiatan:
Peningkatan Akses

Sarana dan Prasaran

KRO lll:

Layanan Monitoring
dan Evaluasi
Internal

KROIV:
Koordinasi

KROV:
Pelayanan Publik
Lainnya

KRO VI:
Subsidi kepada
Keluarga

1. Jumlah Rumah
Tangga yang
menghuni rumah
layak mencapai
56,75% pada Tahun
2019. Sisanya masih
berada di rumah yang
tidak layak huni

Terdapat target yaitu
meningkatkan jumiah
rumah tangga yang
menghuni rumah
layak pada TA. 2024
sebesar 70%. Dimana
3,2 Juta merupakan
rumah tangga baru
dan sisanya yang
menghuni rumah tidak
layak, yang harus
ditangani dengan
berbagai skema dan
kebijakan.

3. Masih

Akses
MBR

1. Belum optimainya

1. Para

masih memiliki

belum mampu

na
untuk pembangunan

bantuan kemudahan
perumahan yang
disediakan oleh
pemerintah terutama
sektor informal
Keterbatasan
Masyarakat dalam
mengakses informasi
mengenai bantuan
pembiayaan

perumahan

3. Belum meratanya
informasi mengenai
bantuan pembiayaan
perumahan

Partisipasi
1. Masih terbatasnya
peran serta

. Kebijakan yang
sudah ada masih
belum memberikan
kemudahan bagi
MBR dalam
kepemilikan rumah,
karena masih periu
memperhatikan
aspek:
pembangunannya,
subsidi bantuan
uang muka, serta
pola-pola investasi

MBR
2. Masyarakat belum
memiliki

kemampuan untuk
membangun rumah
secara swadaya
dikarenakan
keterbatasan
finansial

3. Masyarakat belum
mampu memahami
fentang pola
investasi perumahan

Kelompok

1 skema
dan fitur KPR
terutama untuk
memudahkan akses
bagi MBR Sektor
informal

2.Menyusun database
kebutuhan
perumahan dan
supply rumah

pembangunan
rumah swadaya

4.Mendorong kredit
konstruksi untuk

2 Melaksanakan
FGD untuk
menjaring
masukan
terhadap
kebijakan
kemudahan dan
bantuan

pembiayaan
perolehan dan

. Kurangnya

aksesibilitas
masyarakat
berpenghasilan
rendah (MBR) ke
lembaga keuangan
untuk mendapatkan
KPR

dalam
pembangunan rumah
bagi MBR
2. Masih terbatasnya
peran serta

kepada masyarakat

Berpenghasilan

Rendah (MBR)

belum dapat
kses

mengal
pembiayaan mikro
perumahan dan

Daerah,
dan Badan Usaha

4. Terdapat Gap funding
untuk penyediaan
infrakstruktur
Pekejaan Umum dan

dalam
skema KPBU untuk
Rusun MBR

bantuan
Pembiayaan

swadaya

lebih
cepat dalam
menyediakan stok
rumah bersubsidi

5.Peningkatan
koordinasi dan
kolaborasi dengan
pemangku

rumah umum dan
swadaya

dan produknya

Menyusun skema
mikro

khususnya bagi
segmen MBR yang
memiliki

6.Peningkatan
Kapasitas SOM

i
MBR untuk memiliki

ke pembiayaan

1.
model, toolkit dan

perumahan
Mengembangkan
credit

untuk MBR sektor

Jumiah Rumah
Tangga yang
menghuni
rumah layak
mencapai
56,75% pada
Tahun 2019.
Sisanya masih

berada di rumah
yang tidak layak
huni

2. Target Bantuan

315218 unit

pembiayaan
perumahan

Tersedianya
Laporan
Pemantauan
dan Evaluasi
Kebijakan

Tersedianya
Fasilitasi
Pembiayaan
Perumahan

Tersedianya

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Program

. Perumahan dan Kawasan Permukiman
. Dukungan Manajamen

Kegiatan

Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan
. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Indikator Kinerja
Kegiatan

Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi
Pembiayaan Perumahan

. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasiltas dan Bantuan
Pembiayaan Perumahan

‘Output Kegiatan

- RekomendasiKebijakan Bantuan Pemblayaan Perumahan
NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan
Sistem Pembiayaan Perumahan

. Fasiitasi Pembiayaan Perumahan

. Fasiltas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka

. Faslitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis
Tabungan
Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

. Rekomendasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran
Investasi Pembiayaan Perumahan

. Rekomendasi Kebijakan Studi Pendahuluan Investasi
Pembiayaan Perumahan
Rekomendasi Kebijakan Pra Studi Kelayakan Investasi
Pembiayaan Perumaan
Rekomendasi Kebijakan Dukungan Kerja Sama Investasi
Pembiayaan Perumahan

. Kesepakatan Proyek KPBU Perumahan yang siap
dikerjasamakan
NSPK Pembiayaan Perumahan

. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi
Pembiayaan Perumahan

. Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan
Perumahan

Tujuan Kegiatan

. Terlaksananya Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan
. Terlaksananya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

‘Analisi Situasi

Data Pembuka Wawasan

1. Jumlah Rumah Tangga yang menghuni rumah layak
‘mencapai 56,75% pada Tahun 2019 Sisanya mash berada di
u huni

A PU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

_ Terdapat target yaitu 2g:
yang menghuni rumah layak pada TA. 2024 sebesar 70%.
Dimana 3,2 Juta merupakan rumah tangga baru dan sisanya
yang menghuni rumah tidak layak, yang harus ditangani
dengan berbagai skema dan kebijakan

aksesibiltas
rendah (MBR) ke lembaga keuangan untuk mendapatkan
KPR (accessibilty);

. Terdapat penyediaan
Pekejaan Umum dan Perumahan selama lima tahun
kedepan, dimana Pemerintah diperkirakan hanya mampu
mendanai sebesar 30% dari total kebutuhan anggaran
infrakstruktur Pekejaan Umum dan Perumahan sebesar Ro
623 Trilun
Pemerintah sudah membuat kebijakan untuk menfasiltasi
kebutuhan rumah bagi MBR, namun masih perlu didukung
dengan melakukan harmonisasi kerangka hukum dan
regulasi untuk kemudahan bantuan perumahan bagi
masyarakat berpenghasian rendah (MBR).

Belum terpenuhinya target capaian terkait penyusunan
dokumen rancangan kebijakan kemudahan dan bantuan
pembiayaan perolehan dan pembangunan rumah umum dan
swadaya

Faktor Kesenjangan
Akses

1. Masyarakat MBR belum mampu memanfaatkan bantuan
kemudahan perumahan yang disediakan oleh pemerintah
terutama sektorinformal

2. Keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi
mengenai bantuan pembiayaan perumahan

3. Belum meratanya informasi mengenai bantuan pembiayaan
perumahan

Partisipasi

1. Masih terbatasnya peran serta pengembang dalam
pembangunan rumah bagi MBR

2. Masih terbatasnya peran serta Pemerintah Daerah, dan
Badan Usaha dalam menggunakan skema KPBU untuk Rusun
MeR

Kontrol:
Ketepat sasaran penerima bantuan pembiayaan perumahan

Manfaat
Masih rendahnya daya beli atau kemampuan (affordability)
'MBR pada sektor perumahan, baik untuk yang

isediak
kualitas rumah yang sudah tidak layak huni

Sebab Kesenjangan Internal

1 K
pembiayaan perumahan di lapangan
Kebijakan yang sudah ada masih belum memberikan
kemudahan bagi MBR dalam kepemilikan rumah, karena
‘masih perlu memperhatikan aspek: pembangunannya,
subsidi bantuan uang muka, serta pola-pola investasi
perumahan
Kurangnya pendampingan kepada masyarakat dan
pengembang dalam proses peroleh perumahan bagi MBR
Masih terbatasnya bantuan Pembiayaan perumahan bagi
MBR untuk memiliki Rumah Sejahter, termasuk masih
terbatasnya skema/pola bantuan pembiyaan perumahan
(ovailabilty) bagi MBR
Kebijakan pembiayaan perumahan yang sudah ada belum

emua kelompok

kebijakan
Lemahnya koordinasi antara pemangku kepentingan
Kurangnya dukungan regulasi khususnya Peraturan Daerah
yang terkait tentang penyelenggaraan Rusun

Sebab Kesenjangan Eksternal

1. Para pengembang masih memilii keterbatasan dana untuk
pembangunan perumahan bagi MBR

2. Masyarakat belum memilii kemampuan untuk membangun

Masyarakat belum mampu memahami tentang pola investasi
perumahan

Kelompok Masyarakat

dapat mengakses pembiayaan mikro perumahan dan

MBR yang memiliki keterbatasan akses ke pembiayaan
perbankan

. Masih rendahnya partisipasi pihak Penjaminan dan

perumahan untuk
pembangunan rumah Swadaya
. Keterbatasan [ahan
7 dalam lah,
yang belum clean and clear menjadi hambatan, bahkan pada
beberapa asset yang tercatat sebagai BMN

. Melaksanakan FGD untuk menjaring masukan teradap
kebiakan kemudahan dan bantuan pembiayaan perolehan
dan pembangunan rumah umum dan swadaya

3. Menyusun pemetaan dan segmentasi MBR dan produmy2

4. Menyusun skema pembizyaan mikro perumahan

5. Mengembangkan credit scoring untuk MBR sektor infromal

6. Mendayaguna kan sumber pembiayaan jangka panjang
sepert PT SMIF dan 89 Tapera

7. Mendorong penertitan kredit konstruis bag pengembang

s Project dan KPBU sektor Perumahan

Rp14.000.000.000,00

Rp28.185.310.000,00

Dampak/Hasi Output
Kegiatan

‘Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT),
Subsisi Sefish Bungan (SSB), Subsidi Bantuan Usng Muka
(SBUM), Fasitas Likuiditas pembiayaan pesumahan (FLFP), dan
Proyek KPBU

Rencana Aksi

| Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi i bidang
pembiayaan perumahan dengan melibatkan berbagai
stakeholders

Jakata,  Agustus 2020
Direkur Pelaksanaan Pembiayaan
Perumanan

Ap

Adang Sutara, SEM.Si
NIP_ 19500601 138003 1001
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DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Gender Budget Statement (GBS)

Pernyataan Anggaran Gender

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2022

Kementerian NegaralLembaga

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Unit Organisasi : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan Peningkalan Akses Pembiayaan Perumanan
Rincian Output Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Tahap 1 Tahap Il Tahap Il
Isu Gender Formulasi Kebijakan dan Rencana Aksi P .
Pengukuran Hasil
ke depan
Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Isu Gender Kebijakan & Rencana Aksi Pengukuran Hasil
Program/Kegiatan Data Pembuka
Yang Akan di Wawasan j i
Al Faktor Kesenjangan | S0 Kesen e Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi Dok Daxy I:;ﬂgf"';m”
Proqram H 1. Jumlah Rumah Akses 1. Belum 1. Para 1 1. Penyiapan . Jumlah Rumah Meningkainya
Perumahan dan Tangga yang pelaksanaan masih memiliki rumusan Kebijakan penyempurnaan Tangga yang Pelaksanaan
Kawasan menghuni rumah 1. MBR tidak dapat K ki 1 dana F dan rumusan menghuni Bantuan dan
Permukiman layak mencapai menjangkau bantuan untuk Sistem Pembiay kebijakan rumah layak Fasilitasi
56,75% pada Tahun rumah di i perumahan bagi Perumahan 1 dan i P ]
Kegiatan: 2019. Sisanya masih perkptaan secara perumahan di MER bantuan 56,75% pada Perumahan
Peningkatan Akses berada di rumah yang tunai lapangan Z.Meny!.lsun dan pembiayaan Tahun 2019.
Pembiayaan tidak layak huni 2. MBR belum mampu , 2. Masyarakat belum Menyiapkan perumahan Sisanya masih
Perumahan memanfaatkan 2. Kebijakan yang menmiliki Kesepakatan melalui KPR berada di rumah
2. Terdapat target yaitu bantuan kemudahan sudah ada masih kemampuan untuk Bersama n -
. . Bersubsidi yang tidak layak
KRO 5: jumiah yang belum ] ruman F huni
Kebijakan Bidang rumah tangga yang oleh bagi secara swadaya Bantuan 2. Penyiapan
Sarana tlan Prasaran |  Menghuni rumah pemerintah terutama MBR dalam i 1 Pembi Dukungan . Target RPJMN
RO: Kebijakan layak pada TA. 2024 sektor informal kepemilikan rumah, keterbatasan Perumahan Rumusan dan Renstra
Bantuan Pembiayaan sebesar 70%. Dimana | 3. Keterbatasan karena masih perlu finansial Kebijakan Sistem untuk Bantuan
Perumahan 3,2 Juta merupakan Masyarakat dalam memperhatikan 3 Felaksana_an Pembiayaan Pembiayaan
rumah tangga baru mengakses informasi aspek: 3. Masyarakal belum Koordinasi dan Perumahan Perumahan
Output: dan sisanya yang mengenal bantuan pembangunannya, mampu memahami g‘""a“”‘sas' y 2020- 2024
Kebijakan Bantuan menghuni rumah tidak pembiayaan subsidi bantuan !emar'g; poia n Se? angan t:'aﬂ 3. Penyusunan dan adalah sebesar
Pembiayazn layak, yang harus perumahan uang muka, serta investasi perumahan | - Sistem Pembiayaan | - Penyiapan 5.000.000 unit
Perumahan ditangani dengan 4 Belum meratanya pola-pola investasi | 4. MBR belum dapat Perumahan gerjaméal"l Keria Tumah
berbagai skema dan informasi mengenai perumahan mengakses P::L:lm?%;m
Indikator Kineria kebijakan bantuan pembiayaan | , Kurangnya pembia‘:-‘aaﬂdmlkm Bantuan dan
Kunci: ) 3. Masih terbatasnya per i peru:}la an dan Kemudahan
1. Tingkat Pencapaian aksesibilitas Partisipasi kepada masyarakat pemd ayaan Pembiayaan
Pelaksanaan masyarakat 1 Wasin dan swadaya Perumahan
Fasilitasi dan il masyarakat
berpenghasilan i dalam proses
Bantuan peran seria khususnya bagi 4. Penyusunan dan
rendah (MBR) ke bang dal perolehan .
Pembiayaan Jembay pengembang dalam i segmen MBR yang Penyiapan
ga keuangan embangunan rumah perumahan bagi -
Perumahan untuk mendapatkan pem menmiliki Kesepakatan
2. Tingkat Pencapaian | kPR (accessibilty) bagi MER _ kelerbatasan akses Bersama dalam
Pelaksanaan 2. Masih rendahnya 4. Masih terbatasnya ke pembiayaan Penyaluran
Dukungan 4. Pemerintah telah koordinasi Bank bantuan perbankan Bantuan dan
Penyaluran Bantuan|  membuat kebijakan Pelaksana sebagai Pembiayaan Kemudahan

5. Masih rendahnya

Indikator Rincian Output

1. Jumiah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem
Pembiayan Perumahan

2. Jumiah Penyusunan dan Menyiapkan Kesepakatan Bersama
P U P h

Analisis Situasi

Bantuan
3. Jumiah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pendanaan dan Sistem Perumaha
Data Pembuka Wawasan

1. Jumiah Rumah Tangga yang menghuni rumah layak
mencapai 56,75% pada Tahun 2019. Sisanya masih berada
di rumah yang tidak layak huni
Terdapat target yaitu meningkatkan jumiah rumah tangga
yang menghuni rumah layak pada TA. 2024 sebesar 70%.
Dimana 3,2 Juta merupakan rumah tangga baru dan sisanya
yang menghuni rumah tidak layak, yang harus ditangani
dengan berbagai skema dan kebijakan
Masih i
rendah (MBR) ke lembaga keuangan untuk mendapatkan
KPR (accessibility)
Pemerintah telah membuat kebijakan untuk menfasilitasi
kebutuhan rumah bagi MBR, namun seiring dengan

zaman dan i
rumah, senantiasa perlu didukung dengan melakukan
harmonisasi kerangka hukum dan regulasi, serta peninjauan
ulang atau penyempurnaan kebijakan kemudahan dan
bantuan pemilikan rumah bagi MBR secara berkelanjutan

r

@

-

Faktor Kesenjangan
Akses

1. MBR tidak dapat menjangkau pembelian rumah di perkotaan
secara tunai

2. MER belum mampu memanfaatkan bantuan kemudahan
perumahan yang disediakan cleh pemerintah ferutama
sekior informal

3. Keterbatasan Masyarakat dalam mengakses informasi
mengenai bantuan pembiayaan perumahan

4 Belum meralanya informasi mengenai bantuan pembiayaan
perumahan

Partisipasi

1. Masih terbatasnya peran serta pengembang dalam
pembangunan rumah bagi MBR

2. Masih rendahnya koordinasi Bank Pelaksana sebagai
penyalur KPR

l KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

cana Aksi

Kontrol:
Ketepat sasaran penerima bantuan pembiayaan perumahan

Manfaat

Masih rendahnya daya beli atau kemampuan (affordability)

MBR pada sektor perumahan, baik untuk membeli rumah yang
oleh maupun untuk

kualitas rumah yang sudah tidak layak huni

Sebab Kesenjangan Internal
1. Belum optimainya pelaksanaan skema-skema bantuan
pembiayaan perumahan di lapangan
Kebijakan yang sudah ada masih belum memberikan
kemudahan bagi MBR dalam kepemilikan rumah, karena
masih perlu memperhatikan aspek: pembangunannya,
subsidi bantuan uang muka, serta pola-pola investasi
perumahan
3

~

kepada dan
pengembang dalam proses perolehan perumahan bagi MBR

S

sih bantuan bagi
MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih
bantuan

(availability) bagi MBR
Kebijakan pembiayaan perumahan yang sudah ada belum
mengakomodir semua kelompok MBR yang menjadi sasaran
kebijakan

. Lemahnya koordinasi antara pemangku kepentingan

o

£

Sebab Kesenjangan Eksternal

Para pengembang masih memiliki keterbatasan dana untuk
pembangunan perumahan bagi MBR

2 belum memiliki untuk
rumah secara swadaya dikarenakan keterbatasan finansial

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Rencana Aksi 4 | Penyusunan dan Penyiapan Kesepakatan
Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan
Kemudahan Pembiayaan Perumahan

Rencana Aksi 5 | Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan
Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan
Pemangku Kepentingan

Rlokasi Anggaran
Rincian Output

Rp5.000.000.000

‘DampakiHasil Output
Kegiatan

Bantuan Pembiayaan Perumahan

3. Masyarakat belum mampu memahami tentang pola investasi
perumahan

4. MBR belum dapat mikro
dan swadaya bagi

segmen MBR yang memiliki keterbatasan akses ke
pembiayaan perbankan
Masih rendahnya partisipasi pihak Penjaminan dan
pembiayaan sekunder perumahan untuk perolehan dan
pembangunan rumah Swadaya

Rencana Aksi 1 | Penyiapan penyempurnaan rumusan
kebijakan kemudahan dan bantuan
pembiayaan perumahan melalui KPR
Bersubsidi

o

Rencana Aksi 2 | Penyiapan Dukungan Rumusan Kebijakan
Sistem Pembiayaan Perumahan

Rencana Aksi 3 | Penyusunan dan Penyiapan Perjanjian Kefja
Sama dalam Penyaluran Bantuan dan
Kemudahan Pembiayaan Perumahan

Jakarta, November 2021
Dirsktur Peisksanaan Pambizyaan Parumshan

»
Haryo Bekti Martoyoedo
NIP 187008701967031002
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DAN PENGENDALIAN

KEGIATAN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI

!” “ KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
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SIGAP MEMBANGUN NEGERI

=== DATA CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TW IV RKP 2020, TW IV
RKP 2023, DAN TW IV RKP 2022 PROGRAM PKP (1)

S TN NN NN NN N NN N BN BN BN N B BN B B B B Ry

Prioritas Nasional: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendu%g Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

~
1

Kode

PN/PP/KP/ProP

Prioritas Nasional/

Program Prioritas/

Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas

Sasaran 2022 (tercantum pada RKP 2022)

Target 2022 (tercantum pada RKP
2022)

Target Penyesuaian 2022

(angka yang tertera sesuai deng(n
pengisian Matriks A Pencapaial

Sasaran oleh P) PN-PP-KP-Pr
pada saat triwulan 111)

Perkiraan/Angka
Capaian Sasaran
hingga TW IV 2020

Perkiraan/Angka
Capaian Sasaran
hingga TW IV 2021

Perkiraan/Angka
Capaian Sasaran
hingga TW IV 2022

I‘nerja hingga TW IV

J022 (Perbandingan

Capaian dengan
Target) (%)

Keterangan

Penanggung
Jawab

K/L Terkait

1 2

3

4

5

1

Prioritas Nasional: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Deputi Bidang
Sarana dan
Prasarana/Direk
tur Transportasi

1.1 Kegiatan Prioritas: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan

Terjangkau

Direktur
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

ITersedianya akses perumahan dan permukiman
layak, aman, dan terjangkau

b Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas
pembiayaan perumahan termasuk SMF dan
TAPERA

119.000 Rumah Tangga

119.000 Rumah Tanggp

56,73%

Tidak tercapai,
karena kinerja KPR Tapera jauh
dari ekspektasi. Hal itu disebabkan
karena dana kelolaan Tapera tidak
bisa memfasilitasi sesuai dengan
target yang ditetapkan dalam RKP
sedangkan pencapaian KPR SMF
melebihi target

SMF DAN BP
TAPERA

¢ Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang|
menerima bantuan/subsidi pembiayaan
perumahan berupa bantuan uang muka dan
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

200.000 Rumah Tangga

226.000 Rumah Tangdh

109.253

178.728

226.000

100,00%

Tercapai

BP TAPERA

Rumah Tangga

|
i
Rumah Tang*

86,94%

Tidak tercapai,
karena beberapa Bank Pelaksana
tidak dapat memenuhi komitmen
target yang diperjanjikan

DJPI

1.1.2 Proyek Prioritas:

Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan

[Terlaksananya peningkatan fasilitasi pembiayaan
perumahan

a Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang
menerima bantuan/subsidi pembiayaan
perumahan berupa bantuan uang muka dan
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

200.000 Rumah Tangga

239.672 g
|

110.610

190.727

237.886

Tercapai

Sejak Oktober 2021 Penyaluran Dana FLPP dialihkan

4 kepada BP Tapera

200.000 Rumah Tangga

226.000 Rumah Tangdh

109.253

178.728

226.000

100,00%

Tercapai

BP TAPERA

4976.QAH.002 - Fasilitasi Bantuan Pembiayaan
Perumahan Berbasis Tabungan

2)

Rumah Tangga

Rumah Tangé

Y

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

86,94%

S S R S N S S N S R S

A3

Tidak tercapai,
karena beberapa Bank Pelaksana
tidak dapat memenuhi komitmen
target yang diperjanjikan




SIGAP MEMBANGUN NEGERI

=== DATA CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TW IV RKP 2020, TW IV
RKP 2023, DAN TW IV RKP 2022 PROGRAM PKP (2)

S

-
Prioritas Nasional: Memperkuat Infrastruktur untuk Menduk'ﬁg Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Y

Kode
PN/PP/KP/ProP

Prioritas Nasional/

Program Prioritas/

Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas

Sasaran 2022 (tercantum pada RKP 2022)

Target 2022 (tercantum pada RKP

2022)

(angka yang tertera sesuai deng;
pengisian Matriks A Pencapaia
Sasaran oleh P| PN-PP-KP-Prol}

pada saat triwulan I11) l

1
Target Penyesuaian 2022 H
n

Perkiraan/Angka
Capaian Sasaran
hingga TW IV 2020

Perkiraan/Angka
Capaian Sasaran
hingga TW IV 2021

Perkiraan/Angka
Capaian Sasaran
hingga TW IV 2022

22 (Perbandingan
Capaian dengan
1 Target) (%)

-
$erja hingga TW IV

Keterangan

Penanggung
Jawab

K/L Terkait

PN PP KP ProP

2

3

5

9

05|01 01| 02 b Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas

pembiayaan dari lembaga keuangan 119.000

Rumah Tangga

4976.PEA.001 - Fasilitasi Pembiayaan Perumahan

(PT. SMF dan TAPERA) Tidak tercapai,

karena kinerja KPR Tapera jauh
dari ekspektasi. Hal itu disebabkan
karena dana kelolaan Tapera tidak
bisa memfasilitasi sesuai dengan
target yang ditetapkan dalam RKP
sedangkan pencapaian KPR SMF
melebihi target

SMF DAN BP

119.000 TAPERA

Kegiatan Rumah Tang; 56,73%

- T -

4976.QAH.001 - Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan
Bantuan Uang Muka

Sejak Tahun 2021, dialokasikan
untuk pembayaran KPR Tahun
2015-2020 (tidak dihitung menjadi
kinerja)

769.903 Rumah Tangq 767.605 757.089 98,34%

|

|

Rumah Tanggh
\

A 7’

T L T T T T T r T

Layanan

SBUM sebagai komplementer FLPP

226.000 (tidak dihitung menjadi kinerja)

130.264 176.705 225987

R -

l KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



SIGAP MEMBANGUN NEGERI

REALISASI BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TA. 2023

FLPP, SSB, SBUM DAN TAPERA

Status: 19 Juni 2023

RENCANA REALISASI

SUMBER DANA KETERANGAN
ANGGARAN ANGGARAN

(RP) (RP)

7 = (5/3)x100

220.000 25,18 Triliun 9,8 Triliun 40,18 % BA.999.03 . Pengembalian Pokok Rp5,7 T dan

DIPA Rp19,48 T.

754.004 3,46 Triliun 743.660 0,77 Triliun 98,62 % BA.999.07 o
Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk

. pembayaran penerbitan KPR tahun-
220.000 0,89 Triliun 0,33 Triliun 37,69 % BA.999.07

tahun sebelumnya.

Dana . Total target berasal dari

1,05 Triliun 0,31 Triliun 17,57 %
Masyarakat penjumlahan FLPP dan Tapera.

Total realisasi berasal dari

3) 232.072 30,58 Triliun 11,21 Triliun 39,01 % penjumlahan FLPP dan Tapera.

Keterangan *): Realisasi Tapera sampai dengan akad

l KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
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Pada TA. 2023, Kementerian PUPR mengembangkan pembiayaan perumahan yang menyasar beberapa ke
Kelompok MBR melalui skema Rent to Own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing, masyarakat perkotaan
diarahkan ke hunian vertikal dengan skema Staircasing Shared Ownership (SSO) dan generasi milenial melalui skema KPR
dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing career
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Kementerian PUPR Sambut Baik Sinergi SMF, Proline Finance dan Pinhome
Wujudkan Akses Pembiayaan Sewa Beli Rumah/Rent to Own untuk MBR Sektor Informal

. W

Pada acara ini dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama Penyaluran Pembiayaan Sewa Beli Rumah/ Rent to Own
Antara PT. SMF, Pinhome dan Proline Finance. Tujuan dari dilakukannya kolaborasi adalah guna memberikan akses luas
pemilikan rumah bagi MBR dan berpenghasilan tidak tetap (non-fixed incoe) melalui skema sewa beli (rent to own)



Seminar Economic Outlook dan Prospek Sektor
Perumahan 2023 dengan tema: Blessing The Positive
Growth, Facing The Recession Ahead”

Dirjen PI mengatakan bahwa, “di tengah perekonomian
yang turun, sektor properti tumbuh ke arah yang positif”.
Secara justifikasi, sektor perumahan tidak diragukan karena
ditengah krisis sekarang ini, sektor properti dijadikan alat
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga dalam
rangka menjalankan amanat UUD

TA. 2023, Pemerintah menargetkan sebanyak 230.000 unit
rumah melalui FLPP, SBUM dan juga Dana Tapera dengan
alokasi sebesar Rp30,3 Triliun

Dengan terselenggarakannya kegiatan ini, dapat menjadi
momentum pemicu semangat untuk menciptakan
inklusivitas ekosistem pembiayaan perumahan yang
berkeadilan melalui berbagai inovasi program bantuan dan
pembiayaan perumahan dengan memperkuat keterlibatan
stakeholders
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KILAS BALIK RPJPN, CAPAIAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN OLEH E
KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2011-2022 SEBANYAK 1.997.482 UNIT

.
....

Diskusi Kilas Balik RPJPN 2005-2025 dan Prospek Pembiayaan Perumahan Jangka Panjang
Sejak TA. 2011-2022 telah tersalurkan 1.997.482 unit atau sebesar Rp1,3 Triliun realisasi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan.
Pada RPJMN 2010-2014, Pemerintah mulai mereformasi pola subsidi penyediaan perumahan melalui Program FLPP. Selama perjalanan
RPJPN 2005-2025, sektor pembiayaan perumahan telah melahirkan berbagai skema dan program untuk memfasilitasi akses MBR
kepada pembiayaan perumahan. Selain Program FLPP, pada RPJMN 2015-2019 dilaksanakan kembali Program SSB dan SBUM.
Program ini telah menyalurkan sebesar Rp15,31 Triliun untuk 805.506 unit. DJPI juga mendorong skema pembiayaan perumahan
Non Konvensional melalui Skema KPBU sesuai Perpres 38 Tahun 2015



FGD Pembahasan Potensi Perluasan
Pembiayaan Perumahan bagi MBR

Terbitnya Permen PUPR Nomor 35 Tahun 2021
tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan
Perumahan bagi MBR, maka BP Tapera dapat
memperluas pembiayaan perumahan yang
berkelanjutan melalui skema Kredit
Pembangunan dan Perbaikan, KPR Belum Siap
Huni, KPR Sewa Beli, KPR Berjamin Fidusia, dan
Kredit Konstruksi baik menggunakan dana
FLPP maupun optimalisasi Dana Tapera

Pada TA. 2023, FLPP melayani MBR
berpenghasilan tetap dan tidak tetap

Program Tapera melayani Peserta Tapera
baik berpenghasilan tetap maupun tidak tetap

Penyaluran Bantuan Pembiayan Perumahan
kepada sektor informal ditargetkan sebesar
500.000 unit rumah di TA. 2023

SIGAP MEMEANGUN NEGERI

BP TAPERA

) Pembahasan Potensi
mbiayaan Perumahan 5ag

Hotel Borobudur, 16 Januari 2023

BAGI MBR MELALUI KPR FLPP

e
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o A L » ) SIGAP MEMBANGUN NEGERI Penandatanganan Memorandum Of
< poru Understanding Ekosistem Pembiayaan
Perumahan
PENANDATANGANAN

MEMORANDUM OF Tujuan dilaksanakannya penandatanganan

UNDERSTANDING Nota Kesepemahaman ini adalah melalukan

EKOSISTEM Zinlergi mel?(lui forum kg)ordinasi antarrI1</L
JAKARTA alam rangka pengembangan perumahan
PEMBIAYAAN PERUMAHAN 5 IRCERI e sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan
masing-masing

Didalam kesempatan tersebut juga dilakukan
penandatanganan Komitmen Bersama
Ekosistem Pembiayaan Perumahan dengan
Perbankan, Pengembang dan BP Tapera yang
dilaksanakan oleh Direktur Utama Bank BTN,
Komisioner BP Tapera dan Direktur Utama
Perum Perumnas
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#SigapMembanguniiegen
#Pemblayaaninfrastrukter
#0IPIBangkit
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Sharing Issues Bidang Pembiayaan Infrastruktur
Acara ini bertujuan sebagai Konsultasi Publik untuk dapat memberikan kesamaan pemahaman terkait isu yang
berkembang di bidang Pembiayan Infrastruktur dan juga dalam rangka memperkuat koordinasi antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Hadir sebagai Narasumber Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat



BIMBINGAN TEKNIS REGISTRASI ULANG SIRENG 2.0 D e
melalui Video Teleconference gl
Bimbingan Teknis dilakukan untuk memfasilitasi para . -
Asosiasi dan Pengembang dalam melakukan registrasi " a-
ulang dan update data di SIRENG 2.0, mengingat .

| SEJAHTERA

aplikasi SIRENG 2.0 akan diberlakukan mulai tanggal 1 Juli
2023 dan setelah itu akses pengembang yang berum
teregistrasi akan dibatasi, yaitu tidak dapat mengakses
aplikasi SiKkumbang

vivo V2058

PT. TRI WIRA BU... Intan kharisma j... Sufandy Can / P...

Samsung SM-F7... Yerno Arsel (PT.... ulimaz Sarmaida Hutapea ZULFAKAR - KET...

Bimbingan Teknis dilakukan secara terpisah antar asosiasi,
dengan mengundang perwakilan Dewan Pengurus Pusat
asosiasi dan anggota-anggota asosiasi

e
PROSES BISNIS REGISTRASI ASOSIAS| & PENGEMBANG PERUMAHA

Pada Bimbingan Teknis ini disampaikan hal-hal sebagai P\ S ot

berikut: (a) Latar belakang pengembangan SIRENG 2.0. (b) & =0
Status terkini registrasi ulang pengembang di SIRENG 2.0; ‘o
(c) Tata cara registrasi ulang pengembang yang dilakukan
oleh asosiasi;d. (d) Tata cara update data yang dilakukan
oleh masing-masing pengembang




NAR,

National Affordable

Housing Program =

Closing Workshop

SELASA, 23 MEI, 2023

Acara workshop ini merupakan forum pertemuan untuk
menyampaikan capaian kinerja, pembelajaran dan manfaat
pelaksanaan kegiatan NAHP sekaligus menandai berakhirnya
kerjasama dengan World Bank melalui Program NAHP

NAHP didukung oleh Bank Dunia melalui pinjaman
sebesar 450 juta USD. Program NAHP ini bertujuan untuk
meningkatkan akses terhadap rumah layak huni dan
terjangkau melalui intervensi dari sisi demand dan supply
yang dilaksanakan sejak tahun 2018-2023 dengan target
sasaran MBR melalui BP2BT, BSPS dan Dukungan Teknis
terhadap reformasi program dan kebijakan perumahan.

Capaian komponen BP2BT sebesar 30.422 rumah tangga
dibantu melalui pembiyaaan bank dengan total nilai KPR
sebesar 225 juta USD, yang melayani pekerja informal sebesar
60% melalui peningkatan kualitas rumah konstruksi.

Capaian komponen BSPS sebesar 233.098 rumah tangga
yang dibantu melalui peningkatan kualitas rumah swadaya
dan sebanyak 67% penerima manfaat telah difokuskan untuk
membantu konvergensi penanganan masyarakat miskin
ekstrem
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Evaluasi dan Rekonsiliasi SBUM dan SBK
Tahun Anggaran 2023 antara DJPI dengan Perbankan
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Perumahan Subsidi KPR FLPP
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ROADMAP
TA. 2020-2023
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E@“ KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
@ DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

MATRIKS ROADMAP PUG
DJPI

KEGIATAN PENGATURAN

KEGIATAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN

KEGIATAN PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN

KEGIATAN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI




) ' KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
P"Sud DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

l KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

LAPORAN KINERJA TA. 2020-2022

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT ‘ “ KEMENTERIAN
- ) . PUPR

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBIAYAAN INFRASTR J
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

A PU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI




RENCANA PAGU ANGGARAN TA 2024

TARGET BANTUAN

l| PEMBIAYAAN PERUMAHAN
- TA. 2024

INOVASI PEMBIAYAAN
PERUMAHAN

4 "» Y
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A

B | " KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
" DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



PAGU ANGGARAN TA. 2024 (BA. 033)

Rp 159. 498.189.000

PER PROGRAM

1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J

PER JENIS BELANJA

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Rp33.000.000.000 Rp125.348.189.000 Rp1.150.000.000




TAGGING KEGIATAN GENDER TA. 2024

DITJEN. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

7. RINCIAN KEGIATAN
A PEMETAAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN /
KLASIFIKAS! RINCIAN
OUTPUT / RINCIAN OUTPUT
/ KOMPONEN

LoKASH

PRIORITAS
NASIONAL

NAWACITA

o | Asunare

oTA

Pembiayaan Perumahan
Kebijakan Bidang Sarana dan
Prassrana
Kebijakan Bantuan
Pemblayaan Perumahan

051 - Perumusan
Kebijakan Pendanaan
dan Sistem Pembiayaan
Perumahan

052- Penyusunan dan
Menyiapkan

Kesepakatan Bersama
Pelaksanaan Bantuan

Pembiaysan Perumahan

Norma, Standard, Prosedur

dan Kekeria
NSPK Pengembangan

Skema Pemblayaan
Perumahan

051 - Perumusan NSPK
Pengembangan Skema

Pembisyasn Perumahan

Layanan Manajemen Kinerja
Internal

Layanan Pemantauan dan

Evaluas)

051 - Pemantauan dan
Evaluas! Kebljakan
Pendanaan dan Sistem
Pembisyaan Perumahan

Koordinasi

Fasiitas! Pemblayaan
Perumahan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

PROGRAM
PRIORITAS

GIATAN
PRIORITAS

PROYEK
PRIORITAS

DUKUNGAN
(TEMATI)

100 JANI
PRESIDEN

Faslliasi Pembisyaan
Perumahan Terjangksu dan

Berwawasan Lingkungan
a

005 - Dukungan
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Unit

Pelayanan Publik Lainnya
Fasiltasi Subsici Selisih
Bunga dan Ba
Muka

n Uang

Fasiitasi Subsidi Selisth
Bunga dan Bantuan
Uang Muka

Fasilitasi Mikro Kredit
Perumahan

o

Subsidi kepada Keluarga

Mikro Kredit Perumahan

051 - Perluasan Skems
Pembiayaan Perumahan
dengan Mikro Kredit
Perumahan

B PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU)

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKAS! R
QUTPUT / RINCIAN DUTPUT / KOMPONEN

Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas!
Pembiayaan Perumahan

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana

TAMUN 2024

VOLUME /

Specei SATUAN

SATUAN
BIAYA

ALORAS 2024
(2 misy)

o

) Otjen Pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ¥

PRAKIRAAN KEBUTUMAN (RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKAS! (RIBU)

028 | 2026 | 2027 2026

SIGAP MEMBANGUN NEGERI



A PU
TARGET BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TA. 2024 —
FLPP, SSB, SBUM DAN TAPERA

FLPP Rp25,8 Triliun "
220.000 unit BA.999.03

SBUM Rp0,92 Triliun

227.251 unit BA.999:07 ' (ETERANGAN:
X 1) Pengembalian Pokok Rp7,2 T,
SSB 2) Rp4,60 Triliun DIPARp17,9 T
751.735 unit BA.999.07 2) Subsidi Selisih Bunga (SSB) | &
untuk pembayaran penerbitan | &
KPR tahun-tahun sebelumnya
3) Total target berasal dari
. penjumlahan FLPP dan Tapera

, - - .r;— - 4‘:,
TOTAL Total Target - e
Rp32,15T 227.251 unit ¥

" > - : o

A T o 5 o 22 [ f YIS
’.// _ ‘/. ./ r /f ad / -/llllfll,l.{_.’ "'l.’!‘ : l ' ‘.

£ . F £’

l KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



A PU

INOVASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN ety
RESPONSIF GENDER

e
O-»A

01 o3

Pengembangan

Pengembangan Aplikasi
Sistem Informasi

Kumpulan Pengembang
Aplikasi Sistem “SIKUMBANG”
Informasi KPR Subsidi

Perumahan "SIKASEP"

Developer/Pengembang yang
sudah mendaftar dalam Aplikasi
“SIKUMBANG” dapat menjadi
Prioritas dalam Penyaluran Subsidi
(sebagai sarana promosi bagi
Pengembang)

MBR yang sudah mendaftar
dalam Aplikasi “SIKASEP” akan
menjadi Prioritas Penerima

Subsidi Aplikasi yang dapat diakses melalui

website sikumbang.ppdpp.id

l KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



A

Selamat Datang Pada Sistem
Informasi KPR Subsidi Perumahan

(@)

SiKasep

Hak Cipta ©2019 PPDPP All rights reserved
Versi 1.6.00

[ Tampilan Awal ]

Rekam Data Diri

Nama Lengkap Sesuai KTP
Kata sandi

Konfirmasi Kata sandi
Nomor KTP (16 Digit)
Konfirmasi Nomor KTP

NPWP (15 Digit)

Apabila belum memiliki NPWP dapat dikosongkan

terlebih dahulu

Penghasilan Perbulan
Nomor HP

Saya setuju dengan syarat dan ketentuan

Hak Cipta ©2019 PPDPP All rights reserved
Versi 1.6.00

Daftar

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

INOVASI APLIKASI SIKASEP
RESPONSIF GENDER

2 Nomor KTP

O+ Kata sandi

Lupa Password ?

Hak Cipta ©2019 PPDPP All rights reserved
Versi 1.6.00

¢ Data Saya

ANDA SUDAH MELAKUKAN

PENGAJUAN

Data Pribadi

ID Registrasi
Nama Lengkap

No KTP
NPWP
Penghasilan

No HP

- 20
i Gusti

- 510

5| [835

: 2.100.000,-
. 08

Proses

A PU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

SISTEM INFORMASI KPR SUBSIDI
PERUMAHAN

Status Pengajuan KPR Anda

Cek Status

Proses Lolos Subsidi
Terdaftar Pengajuan Checking

Suhsidi Cherkina

Proses Lolos Verifikasi Proses
Pengajuan Dana Bank Pengajuan
oleh Rank Verifikasi Rank

Selamat Pengajuan KPR Sejahtera Anda Berhasil.
Anda dapat segera menempati Rumah Sejahtera.

Hak Cipta ©2019 PPDPP All rights reserved

[ Selesai




A

INOVASI APLIKASI SIKUMBANG

RESPONSIF GENDER

TEMUKAN LOKASI PERUMAHAN SUBSIDI BERDASARKAN KRITERIA 9

Skala Perumahan:

Urutan Data:

10.994

SUPLLY (((.:'))) DEMAND Lokasi Pecumahian

LOTELRETIELS

Mawar saron 3
PT. EFATA SINAR CEMERLANG (REI)
PAPUA KOTA JAYAPURA, MUARA TAMI, XOYA DARAT

0 Unit komersil | JAPO410042021T004

Lihat detail lokasi

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Wilayah Lokasi Data Lokasi 1D Lokasi

Semua Skala Perumahan

Terbaru

39.252

Urat Komersl letrs

PERUMAHAN ALAM PERINTIS

PT. Bumi Indo Properti (REI)

KALIMANTAN BARAT, KAS KUBU RAYA, SUNGAI KAKAP, PAL
SEMEILAN

stoszomsart

Lihat detail lokasi

1D Rumah

148.289
Antrian Stkasep

Rumah Tapak

TIARA PERMAI 4
PT. LIMA UTAMA SEJAHTERA (RE!)
SULAWES! SELATAN, XAB BULUKUMBA, UJUNG BULU, CAILE

0 Unit komersi | BLXO21007202 17001

Lihat detail lokasi

A PU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI




' KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN /

TERIMA
KASIH




' KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN /

LAMPIRAN




' KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

VIDEO PERUMAHAN

https://drive.google.com/file/d/1
HcBZjhJKw1BNmukDjEYvugtOpzL9
khGx/view?usp=drivesdk

VIDEO KPBU

https://drive.google.com/file/
d/1CvOLnaUTnshyqTL5ZPVZsh
dK0z7QVwGZ/view?usp=shari

ng
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SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Rumah Umum Tapak

1 | Kajian Pengembangan KPR Siap huni RS U

Saldo Tabungan Mengendap: Solusi bagi MBR Informal

| Saldo Tabungan Mengendap Séldo ta!oun.gan Bank dapat menggunakan saldo tabungan untuk Setelah KPR lunas, Bank
; MBR dipersyaratkan memiliki saldo diberlakukan  blokir/tidak menutupi kewajiban angsuran selama debitur membuka  blokir  saldo
tabungan mengendap minimal 15% tersec!la Untlj'k transaksi di tidak menerima penghasilan tabungan yang tersisa
dari total kredit rekening debitur
Bagi MBR 2
I fg : _ Jaminan Angsuran dibayar dimuka Bulan ke 1123|415 6 1 6 7 |12 113 (18 | 19 ( 24 | .... | 240 | Lunas
L -+ Bagi MBR Informal dengan seasonal | pmaAcA MENABUNG 25 — 166 | — | 66 66 | .. [ 66 [ .. | 66 25 juta
dengan .ﬂincome yang memperoleh penghasilan (Rp.juta) Saldo tabungan diblokir Top up tabungan setiap menerima penghasilan BTUK; L
Seasonal per 3 atau 6 bulanan, abungan
Income Saldo tabungan dapat digunakan untuk MASA 6,6 .| 66| . |66]| .. |66]| . |66
melunasi kewajiban angsuran selama MENGANGSUR Angsuran Angsuran Angsuran Angsuran Angsuran
Debitur tidak berpenghasilan di awal. (Rp.juta) untuk 6 bulan | untuk 6 bulan | untuk 6 bulan|untuk 6 bulan | untuk 6 bulan
A
AKAD KREDIT
Jika debitur tidak tuk
S?Ido ta!oun.gan ’.l e bl L b Setelah KPR lunas, Bank
Saldo Tabungan Mengendap diberlakukan  blokir/tidak D mengangsur  dalam  jumlah o, ;
: : r i s membuka blokir saldo
MBR dipersyaratkan = memiliki tersedia untuk transaksi di penuh, maka saldo dapat :
. . : : tabungan yang tersisa
; saldo  tabungan  mengendap rekening debitur digunakan  untuk  menutupi ’
Bagi MBR sebesar 6 bulan angsuran kekurangan hingga akhir masa
Informal (S}'_-._ Jaminan Kurang Bayar Angsuran Realal
dengan Apabila pada bulan berjalan, MBR MASA MENABUNG MASA MENGANGSUR LUNAS
kemampuan hanyacmampyiEmengaiesinmsebagian; SaFat by Rl s wisis Pl e e e e i e R 0 e e Mo
ka Bank dapat bil i i
angsur Lt st e RET i pe 6,6 juta e T R e e R G B R e e e B Gl
- tabungan mengendap  untuk 5,9 juta
berfluktuasi . ;
memenuhi kekurangan angsuran Ket Saldo tabungan diblokir Col 2 Col 2 Lo Al
tabungan
AKAD KREDIT  Angsuran Angsuran
kurang bayar 0,3 kurang bayar 0,4




Kajian Pengembangan

\ APU

Kredit Pembangunan dan Perbaikan SIGAP MEMBANGUN NEGER
Rumah Swadaya

Lesson Learned Pelaksanaan BP2BT bagi MBR Informal

gojek
1

0 I

Perlunya kerja sama dengan Integrasi dengan program KUR Kerja sama dengan Institusi Mitra
Komunitas Pekerja Informal Ultra Mikro untuk Pelaku UMKM Pekerja Informal

Integrasi dengan program
penanganan Kawasan Kumuh dari
Pemerintah Daerah

Mengoptimalisasi fungsi saldo tabungan sebagai saldo
mengendap yang dipersyaratkan dalam jumlah custom sesuai
besaran kredit, sebagai jaminan atas kemampuan mengangsur

MBR Informal yang berfluktuasi




3 | Kajian Pengembangan

A PU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

KPR Belum Siap Huni 3

o.—l

Pengajuan KPR |~ Ban

11}

2
Q Verifikasi KPR Pengujian
ketepatan

4

Persyaratan rumah
dan pengembang

A
kelompok sasaran

- | ..‘
Tapera "' l u ‘

e BANK .

= BANI(

5 Pengujian dan
Perjanjian pembayaran dana
kredit/ akad KPR FLPP tahap kesatu
Sejahtera ke bank pelaksana

it BANK

BP

Tapera

9 Pengujian dan
pembayaran dana
FLPP tahap kedua
ke bank pelaksana

8

"lm

Pengendallan masa konstruksi:

1. Bank memantau progress
pembangunan dan melaporkan
kepada BP TAPERA,;

2. Bank memastikan keterbangunan
rumah dan PSU lengkap dengan
spesifikasi teknis yang diperjanjikan.

"ll

Persyaratan pengajuan pencairan FLPP Tahap 2:

1.

2.
3.

surat pernyataan mengenai kelaikan fungsi bangunan yang
dibuat oleh pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau
manajemen konstruksi bagi Rumah Umum Tapak sesuai
dengan persetujuan bangunan gedung;

BAST rumah dari pengembang ke debitur/nasabah;

telah dilakukan pengecekan terhadap fisik bangunan rumah
dan PSU serta pemenuhan surat pernyataan pengembang.

Penyelesaian
pembangunan rumah dan
BAST
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SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Kajian Pengembangan KPR Belum Siap Huni ,

PERSYARATAN MBR

1.

2.

Kelompok sasaran KPR Sejahtera

PERSYARATAN RUMAH DAN PENGEMBANG

Memenuhi persyaratan PPJB.
memenuhi persyaratan administrasi pembangunan rumah:
» sesuai RT/RW;

» telah dilakukan pematangan tanah dan telah memiliki nomor induk 3.
bangunan; dan BANK

« spesifikasi rsh;

Surat pernyataan: ! n l ’

» menyelesaikan pembangunan rumah dan PSU paling lama 3 bulan sejak - - ’
perjanjian kredit/akad KPR; - 4,

« membangun rumah dan PSU sesuai spesifikasi;

« memberikan jaminan keterbangunan kepada bank pelaksana

Pemilik atau pengurus Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana.

Badan Usaha tidak masuk dalam Daftar Hitam di bidang Jasa Konstruksi dan Persyaratan rumah

di bidang jasa keuangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit

atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
Pengurus badan usaha tidak masuk dalam Daftar Hitam.

yang direncanakan dilakuan PPJB dengan KPR Sejahtera.
Kolektibilitas kredit/pembiayaan dalam kondisi lancar.

Rumah Umum Tapak
dan Sarusun Umum

Pengajuan KPR

2.

dan pengembang

Menjaminkan aset paling sedikit senilai harga jual rumah X jumlah rumah

Surat pernyataan pemohon yang menyatakan VERIFIKASI KELOMPOK
bersedia menerima menerima rumah siap huni SASARAN DAN RUMAH
setelah selesai dibangun 1

verifikasi  ketepatan sasaran
sesuai PermenPUPR;

verifikasi spesifikasi teknis dan
persyaratan PPJB sesuai
PermenPUPR

verifikasi kesesuaian KPR
dengan ketentuan
kredit/pembiayaan properti yang
belum tersedia secara utuh dari
OJK dan BI

Surat pernyataan akan
menyelesaikan  pembangunan
jika pengembang wanprestasi
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SIGAP MEMBANGUN NEGERI

3 | Kajian Pengembangan KPR Belum Siap Huni

: Persyaratan Bangunan Rumah Umum Penambahan Persyaratan Kelompok Sasaran 4 V.erifikas:i Kelompok Sasaran Rumah Umum Tapak belum

Tapak belum siap huni 2 | Rumah Umum Tapak belum siap huni siap huni

a. Memenuhi persyaratan perjanjian a. surat pernyataan Pemohon bahwa menerima IR R EIR N S NS N
pendahuluan jual beli; dan kondisi rumah tidak siap huni pada saat dilakukan Surat Pernyataan Verifikasi Kelompok Sasaran Rumah
b. Memenuhi persyaratan administrasi perjanjian kredit/akad pembiayaan KPR Siap Umum Tapak belum siap huni

pembangunan rumah, meliputi: Bangun;

i. spesifikasi dan kualitas rumah sesuai b. surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang Ditambahkan Surat Pernyataan bahwa Bank Pelaksana akan
dengan persyaratan spesifikasi rumah dari pengembang dan diketahui oleh kelompok menyelesaikan pembangunan rumabh jika pengembang wanprestasi
sederhana sehat yang diatur dalam sasaran yang menyatakan bahwa: . : ;
ketentuan peraturan perundang-undangan i. akan menyelesaikan pembangunan rumah 6 Perla“l'?“ Kred!t/Akad Pembiayaan Rumah Umum Tapak
mengenai teknis pembangunan rumah sesuai dengan spesifikasi teknis rumah laik belum siap huni

derh hat; fungsi lengk

i tS:n:t:/IZT]:\r?euﬁt'uk pembangunan rumah UL:IrIIIQ:ZIS f&%r:p dengan prasarana, sarania, dan 1. Bank Pelaksana melakukan penandatanganan perjanjian kredit/Akad
telah dilakukan pematangan dan telah ii. akan menyelesaikan pembangunan rumah pemblayahgn At SeJahItelra dengar] Ke(ljompﬁkl Sasarkaré yang te:aE
memiliki nomor induk bangunan; dan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak g}?r?enu Vel RS eI Cher L E Rl sl El

iii.rencana rinci tata ruang, serta rencana perjanjian kredit/akad pembiayaan KPR Siap apera.
tata bangunan dan lingkungan sesuai Bangun; dan 2. Bank Pelaksana 'melakukan penundaan pembayaran angsuran
dengan peraturan perundang-undangan. iii.akan memberikan jaminan keterbangunan NESEEl] WP SERhIEE T eld el sesual SETISEETE

rumah sesuai prestasi sesuai ketentuan Bank pelunasan kepada pengembang selama periode pembangunan
- rumah sampai dilakukan serah terima rumah dari pengembang

kepada Debitur atau Nasabah.

3. Bank Pelaksana melakukan pemantauan dan menyampaikan laporan
secara berkala kemajuan pembangunan rumah Debitur/Nasabah

3  Persyaratan Pengembang penyedia rumah untuk KPR Siap Bangun

kepada BP Tapera.

4. Ketentuan lanjut mengenai pemantauan dan penyampaian laporan
dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Bank Pelaksana dan
BP Tapera.

a. Pemilik atau pengurus Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana.

b. Badan Usaha tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.

c. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha tidak masuk dalam Daftar Hitam.

d. Menjaminkan aset sebesar 1,5 x Nilai Harga Jual Rumah.




\ APU

Rumah Umum Ta pak SIGAP MEMBANGUN NEGERI

5> | Kajian Pengembangan KPR Sewa Beli dan Sarusun Umum

KPR Staircasing Shared Ownership

(l’)fi) Pengembang . Bank BP Tapera MBR
T sebagai sebagai o sebagai Landlord/ sebagai nasabah/

—~ Penjual Rusunami i i Pemberi KPR/ a. shohibul maal pembeli/penyewa
(EE) s —— mudharib Menyalurkan ~ Dana  FLPP Menyewakan

7. Membangun rumah susun milik : kepada Bank dengan akad hishshah  kepada (PMembeli sebagian hishshah sarusun

o 42N menjual dengan hgrga jual | | Memberikan KPR secara bertahap Mudharabah ~ Mugayyadah MBR dengan nisbah| | secara bertahap

. sesuai ketentuan yang ditetapkan | |Tahap1- KPR dicairkan kepada Pengembang untuk  dicairkan  kepada ekuivalen 2,5% per] | O Menyewa sebagian hishshah sarusun
e Menteri PUPR Tahap 2 - KPR dicairkan kepada BP Tapera pengembang tahun yang dimiliki BP Tapera

35%
G Milik Pembeli %~ \\ Asumsi
enjualan .
Unit Sarusun Debitur MER &\ Suku Bunga/
= = Marjin
65% = KPRTahap 2 Pasar
KPR Tahap 1 Milik Penyewa £ Plafon 65% 2
Plafon 35% BP Tapera 5 Tenor 15 tahun
Tenor 15 tahun e 4
Sumber:

Suku Bunga/Margin Outstanding Bank
Pelaksana pada Program Subsidi Selisih
Bunga Agustus 2022
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